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       Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

XXI/2023 muncul sebagai respons atas permohonan judicial review terkait 

ketidaksesuaian antara norma pokok dan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 

Pemilu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap potensi 

ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ancaman terhadap netralitas lembaga 

pendidikan serta fasilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kampanye pemilu. 

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi dan implikasi hukumnya, serta memberi pemahaman dan kontribusi 

ilmiah terhadap diskursus hukum pemilu di Indonesia. 

       Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan kasus (case approach).  Metode ini dilakukan dengan meneliti data 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta 

pendapat para ahli hukum yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk 

mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, 

khususnya yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma dalam peraturan 

perundang-undangan. 

       Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan penjelasan 

Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan norma pasal tetap berlaku, tetapi 

dengan makna baru, yaitu fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat 

digunakan untuk kampanye jika mendapat izin dan tanpa atribut kampanye. Putusan 

ini menimbulkan respons pro-kontra di masyarakat, termasuk dari akademisi, 

organisasi guru, dan institusi pendidikan. 

       Diharapkan agar pembentuk undang-undang lebih cermat dan teliti dalam 

merumuskan norma hukum agar tidak menimbulkan contradictio in terminis yang 

dapat membingungkan dalam penerapan di lapangan. Selain itu, KPU dan Bawaslu 

perlu segera menyesuaikan peraturan teknis serta mekanisme pengawasan 

kampanye sesuai dengan amar putusan agar memastikan terciptanya pemilu yang 

adil, demokratis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. 
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